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1. Ketentuan Pengujian Konsekuensi

Pengujuan Konsekuensi dapat dilakukan pada:

a} Sebelum adanya Permintaan Informasi Publik

b) Pada saat adanya Permintaan informasi Publik

¢) Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis
Komisioner

Pengujian konsekuensi dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat
informasi yang akan dikecualikan

b) Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang

¢} Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian

d) Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan,
kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
dibuka.

Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan

dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, paling sedikit memuat:

a) [dentitas pejabat PPID yang menetapkan.

b) Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang
menetapkan.

¢) Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan,

d) alasan pengecualian (undang-undang pengecualian/analisis konsekuensi).

e} jangka wakiu pengecualian.

f) dan tempat dan tanggal penetapan.

sumber : Peraturan Komisi informasi Republik Indonesia Nomeor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

2. Kriteria Informasi Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informast yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

a) Seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik.

b) Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan,

PFPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini,

Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang terdiri

atas:

a) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum

b} Informasi yang dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas
kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat

¢) Informasi yang dapat membahayakan keamanan negara

d) Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
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e) Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

fy Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

g) Informasiyang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

h) Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi

i} Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau

pengadilan.

sumber : Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik
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3. Alur Pengujian Konsekuensi

BAGAN ALIR

URAIAN AKTIVITAS

r

PRID Mengumpulkan Informasi

Publik dari Unit Kerja (1)

h

PRID

memuat Informasi Dikecualikan (2)

mengidentifikas dekumen yang

h 4

P

melakukan kajian berdasarkan

PIC dan Tim Pertimbangan

UU/Regulasi (3)

P

melakukan kajian konsekuensi (4)

PID dan Tim Pertimbangan

Y

yal

PP{D mengklasifikasikan informasi

ng dikecualikan berdasarkan
jangka waktu (5)

'

L

PPI1C membuat DIK {6,

Daftar informasi
vang Dikecualikan
{Lampiran ! & IV}

‘—.—/—_‘m

Lembar Pengujian
Konsekuensi
{Lampiran | & HI)

Approval
Atasan
PRIDIT)

Tidak

oo D

- PPID mengumpulkan dan menyusun usufan Informasi Publik yang dikuasai

oleh Unit Kerja.

. PPID mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat

Informasi yang akan dikecualikan kemudian mencatat Informasi yang akan
dikecualikan secara jelas dan terang.

. PPID dan Tim Pertimbangan melakukan kajian terhadap dokumen Informasi

Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan atas
undang-undang/fregulasi yang dijadikan dasar pengecualian.

- PPID dan Tim Pertimbangan menganalisis dan mempertimbangkan

berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi dibuka.

. PPID mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka

waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan
jika telah habis jangka wakiu pengecualiannya.

. PPID membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan

pengesahan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan {Lampiran [I &
Lampiran |V)

. Ditakukan pengesahan DIK oleh Atasan PPID.
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Lampiran | : Lembar Pengujian Konsekuensi

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR:[...]

Pada hariini [...] bertempat diJakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
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PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 2F102 ECWoR

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD
1. E= Atasan PPID Corporate Secretary
2. [...] PPID Corporate Communication
3. =l PPID Pelaksana Corporate Communication
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.
Menyetujui
ATASAN PPID

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk

[-]
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Lampiran Il : Penetapan Daftar Informasi Dlkecualikan

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

NOMORL...]

tentang

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

PT ADHI KARYA (PERSERQ) TBK.

Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas.

Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemochon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

Bahwa untuk melindungi informasi Perseroan baik yang
dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan
seluruh insan ADHI bertanggung jawab untuk melindungi
informasi Perseroan sesuai dengan Code of Conduct,
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484862)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomeor
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi
atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor
Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan
Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
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Memperhatikan

Menetapkan
Pertama
Kedua

Ketiga

6. Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persera) Tbk
Nomor 014-6/2021/018 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

7. Code of Conduct PT Adhi Karya (Persero) Tbk

[}

MEMUTUSKAN
(-]
(]
i)

¢ Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
[.-]

ATASAN PPID
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
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Lampiran lll : Lembar Pengujian Konsekuensi Pengubahan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR:]...]

Pada hari ini [...] bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Informasi

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD
1 | Atasan PPID Corporate Secretary
2. =] PPID Corporate Communication
3 E-d PPID Pelaksana Corporate Communication
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.
Menyetujui
ATASAN PPID

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk

[
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Lampiran IV : Penetapan Daftar Informasi Dlkecualikan Pengubahan

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

NOMOR]...]

tentang

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR

Menimbang

Mengingat

[...] TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas.

Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil,

Bahwa untuk melindungi informasi Perseroan baik yang
dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan
seluruh insan ADHI bertanggung jawab untuk melindungi
informasi Perseroan sesuai dengan Code of Conduct,
Bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484862)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomeor
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi
atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor
Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan
Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
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Memperhatikan

Menetapkan
Pertama
Kedua

Ketiga

6. Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Thk
Nomor 014-6/2021/018 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

7. Code of Conduct PT Adhi Karya (Persero) Thk

[-]

MEMUTUSKAN
(-]
[
[-]

. Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta,
[e]

ATASAN PPID
PT Adhi Karya (Persero) Thk
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